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NIK Jadi

NPV P

Terobosan B ailc

Puteri Aanetta Komarudin

AN GGOTA Komisi XTI
IDPR Puteri Anetta Komarudin
merespon positif Direktorat
Jenderal Pajak (dA2JP) Kemen—
terian Kecuangan (Kemenkeu)
yvang secara resmi telab soualai
menerapkan data Nomor Indulk
Kependudukan (INITK) sebagai
Nomor Pokok Wajib Pajalk

(NP WP

Komitmen DIP Kemenkewu

soal data INIK. sebagai INPWEP

tersebut diluncurkan pada
pPeringatan Harxri Pajak Tabhun
2022 .

IDengan begitu., per 14 Juli,
remerintah telahh mmenerapkan
PpPengsunaan sebagian INIK
menjadi INPWEP. INIK sebagai
NP WE saat ini baru diterapkan
secara terbatas dan akan berlakua
renuh pada Fanuari 2024

ILegislator Komisi XTI dari
Fraksi Partai Golkar ini Tmenga—
takan. pengocunaan NIK seba-—
sai NPWP ini akan membuat
aktivitas ckonomi jadi lebih
mudah dipetakan oleh peme-
rintah demi memperkuat rasio
PPajak.

““Imni terobosan yang bailk
untulk Mmemmerkuat basis data
rerpajakan. Sekaligus . rmemua—
dahkan masyarakat karena tidalc
Prerlu repot untuk mendaftarkan
INPWP Ilagi.”” tegas Puteri.

Namun. Puteri mengingat—
kan. bukan berarti secmua yang
memiliki NP WP langsung
menjadi wajib pajak. Tapi.
mercka yvyvang bavyvar pajak saja.

A pabila memiliki pcnghaq:lan
diatas Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) sebesar Rp 5S4
Juta setabhun baru masuk ke-
tentuan imi.

““Hal seperti ini yvang saya
kKira perlu lebih disosialisasi-—
kan ke publik agar mmemaharmni
manfaat dan konsekuensinya.””
tegas Puterxi.

TUntuk itu., Srikandi Mliilenial
Beringin ini akan terus mendo-—
rong IDIJP agar semakin intens
meningkatkan edukasi secara
masif kepada mmasyaralkat.

Proses pengintegrasian INTEKD
menjadi WNPWP ini akan ber—
langsung secara bertahap dan
mulai berlaku penuh pada 1
Januari 2024 .

Puteri juga meminta IDIJP terus
bersimergi bersama IDirektorat
FJenderal (ditjen) Kependudukan
dan Catatan Sipil (Dukcapil)
Kementerian IDalam Negeri
(Kemendagri) agar proses tramn—
sisi ini berjalan lancar.

““Harus dilakukan wvalidasi
sccara detail agar mmenghindari
error_ Sehinggsa apabila ditermu—
kan perbedaan. IDJP juga periu
melakukan konfirnmasi kepada
wajib pajak atas data yangs
dimilikimya. Tak hanya itu.
kesiapan sistemmnn antar kedua
instansi ini juga harus dipas-—
tikan bisa mendukung proses
pertukaran data dengan baik,””
SATATATL VY A .

Tak Ilupa. Anggota Komisi
Keuangan dan Perbamkan ini.
mendesak pemerintah memasti-—
kan seluruh lapisan masyarakat
memiliki INIK sebagai basis
data kependudulkan .

“CSelain untuk kepen -
tingan basis data perpaja-—
kan., INIK juga perilu untulk

menjamin masyarakat yang

rentan moendapatkan bantuan
dari pemerintah yang didanai
dari pajak kita. Apalagi. riset
Bappenas menyvebutkan ada-—
nya korelasi antara kepemili-—
kan dan kemiskinan.,”” ungkap
Putkom ., sapaan akrabnyva yang
Jusa Ketua Bidang Keuangan
dan Pasar Modal DPFP. Partai
Gollcar ini. = KAl
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